
BUPATI B O M B A N A
PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 4 
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 

BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 8 ayat (4) huruf g Peraturan Bupati
Bombana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Bombana dipandang perlu untuk 
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan 
dinamika perkembangan daerah sehingga perlu 
dilakukan perbaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan 
perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 
Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Kabupaten 
Bombana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3833)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan barang milik Negara / Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pelaporan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara 
republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Presiden nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; (



23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 
Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Bombana Tahun 
Anggaran 2014;

24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bombana Tahun 
Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

Pasal 1

(1) Ketentuan Pasal 8 Ayat 4 huruf g Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 
Tahun 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kabupaten Bombana diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 
ayat 4 huruf g setelah dilakukan perubahan berbunyi :

Sekretaris mempunyai tugas :
menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan dengan nilai di atas 
Rp. 200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Lainnya, dan 
dengan nilai diatas Rp. 50.000.000.00, (lima puluh juta rupiah) 
untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dari PA/KPA/PPK untuk 
dilakukan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan 
langsung, pelelangan sederhana, seleksi umum dan seleksi 
sederhana.

(2) Lampiran II Peraturan Bupati Bombana tentang Hubungan Kerja 
SKPD dengan Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengesahan peraturan ini dalam Berita
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pada tanggal 2. Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH,

H. RUSTAM SUPENDY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR : 2. TAHUN 2014 
TANGGAL : JANUARI 2014

HUBUNGAN KERJA SKPD DENGAN 
UNIT LAYANAN PENGADAAN

SKPD

1. Membuat dan 
menyampaikan 
daftar paket 
pekeij aan / kegiatan 
/proyek dengan 
nilai di atas Rp 200 
Juta untuk 
pengadaan barang, 
pekeijaan 
konstruksi, dan 
pengadaan jasa 
lainnya, serta di 
atas Rp. 50 Juta 
untuk pengadaan 
Jasa Konsultansi 
yang akan dilelang 
kepada Kepala ULP;

2. Berkoordinasi 
dan memenuhi 
kebutuhan Unit 
Layanan 
Pengadaan 
Barang/Jasa.

KEPALA & 
SEKRETARIAT 

ULP

1. Menerima daftar 
paket
pekeij aan / kegiatan 
/ proyek dengan 
nilai di atas Rp 200 
Juta untuk 
pengadaan barang, 
pekeij aan 
konstruksi, dan 
pengadaan jasa 
lainnya, serta di 
atas Rp. 50 Juta 
untuk pengadaan 
jasa konsultansi 
yang akan dilelang 
dari SKPD;
2. Memilah dan 
mendistribusikan 
paket
kegiatan / proyek 
tersebut kepada 
seluruh Pokja
3. Memberikan 
pelayanan 
adminstratif logistik 
kepada Pokja.

KELOMPOK
KERJA

1. Melakukan 
proses pemilihan 
Penyedia
Barang/Jasa sesuai 
Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 
2010 tentang 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah 
dan Peraturan 
Presiden 
Nomor 70 Tahun 
2012
tentang Perubahan 
Kedua Atas 
Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 
2010 tentang 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah;
2. Menetapkan 
Pemenang Lelang 
sesuai hasil 
evaluasi.
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